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RINGKASAN 
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RINGKASAN 

Di banyak daerah, termasuk yang terjadi dalam praktik kenotariatan, kesepakatan 

damai antara para pihak yang bersengketa kerap dituangkan dalam akta notaris 

tanpa melalui penetapan hakim, padahal jalur ini seharusnya melewati mekanisme 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 

Tahun 2016. Akta perdamaian jenis ini memang memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna sebagai akta autentik dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta 

sunt servanda, tetapi tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial 

sebagaimana putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara 

ketentuan normatif dalam UUJN, HIR, dan RBg dengan kebutuhan praktik 

penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sekaligus menunjukkan adanya 

kekaburan norma terkait batas kewenangan notaris dalam membuat akta 

perdamaian di luar persidangan. Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum, baik bagi notaris selaku pejabat umum, maupun bagi para 

pihak yang menaruh harapan pada kekuatan mengikat akta tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam 

pembuatan akta perdamaian ditinjau dari hukum penyelesaian sengketa, serta 

mengkaji kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Hasil 

penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum 

kenotariatan dan hukum acara perdata, khususnya dalam memperjelas batas 

kewenangan notaris dan kedudukan akta perdamaian sebagai instrumen 

penyelesaian sengketa non-litigasi. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan 

berguna sebagai bahan pertimbangan bagi notaris, praktisi hukum, dan pembuat 

kebijakan dalam merumuskan penguatan regulasi terkait akta perdamaian notariil. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-

analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

kasus (case approach). Bahan hukum yang dipakai terdiri atas bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian 

dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum dan argumentasi 

yuridis untuk menjawab isu hukum yang diteliti. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta 

perdamaian bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris, di mana notaris berperan sebagai fasilitator yang memberi bentuk hukum 

atas kesepakatan para pihak, bukan sebagai adjudicator seperti hakim. 

Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap sistem peradilan dan hanya 

berlaku dalam ranah hukum perdata privat, tidak mencakup sengketa yang 

menjadi kewenangan eksklusif pengadilan atau menyangkut kepentingan publik. 

Adapun dari sisi kekuatan hukumnya, akta perdamaian notariil memberikan 

kekuatan pembuktian sempurna, baik dari aspek lahiriah, formal, maupun 

material, serta mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun, 

kekuatan tersebut terbatas pada aspek eksekutorial, sebab akta perdamaian tidak 

otomatis memiliki titel eksekutorial seperti putusan pengadilan, sehingga 

pelaksanaannya bergantung pada itikad baik para pihak dan, apabila terjadi 

wanprestasi, tetap memerlukan upaya hukum melalui pengadilan. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Kewenangan Notaris, Kekuatan Hukum, 

Kekuatan Eksekutorial 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan 

akta perdamaian ditinjau dari hukum penyelesaian sengketa, serta mengkaji 

kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum. 

Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa kewenangan 

notaris dalam pembuatan akta perdamaian bersifat atributif berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris, di mana notaris berfungsi sebagai fasilitator yang 

memberi bentuk hukum terhadap kesepakatan damai para pihak, bukan sebagai 

pemutus perkara. Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap lembaga 

peradilan dan hanya berlaku dalam lingkup hukum perdata privat. Hasil penelitian 

rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dibuat di 

hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan mengikat 

berdasarkan asas pacta sunt servanda, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial 

langsung. Pelaksanaan isi akta bergantung pada itikad baik para pihak, dan bila 

terjadi wanprestasi, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui jalur 

pengadilan. 
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